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Abstrak 

 

 

Transportasi kendaraan merupakan kebutuhan utama saat ini, sebagai persyaratan 

dasar yang benar-benar merasakan manfaatnya dan oleh karena itu semakin 

berkembangnya perkembangan kendaraan pengangkut, semakin banyak peluang 

yang bisa dihasilkan transportasi. Tapi masalahnya adalah karena terlalu 

menikmati dan mengejar kemajuan transportasi yang berakibat lemahnya atau 

lemahnya landasan hukum yang mengikat. Dalam hal sisi negatif yang umum 

terjadi pada pengangkutan sisi konsumen dan bisnis semakin gelap kendaraan 

transportasi atau semakin sering kita mendengar tindak pidana menyeka 

kendaraan, dimana tindak pidana penggelapan bisa bermacam motif, bagaimana, 

dan mengapa. Jika dibicarakan akan menjadi alasan kejahatan penggelapan 

kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi 2 alasan Internal dan Eksternal. Untuk 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebaiknya ditindaklanjuti baik 

oleh aparat publik, yaitu polisi dan pasukan yang dituntut dalam 

mensosialisasikan tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang 

terkait dengan perkembangan transportasi yang negatif, dengan menerapkan 

peraturan, sanksi lebih banyak. Tegas dalam peraturan, undang-undang yang 

berkaitan dengan kejahatan penggelapan sepeda motor, dalam kasus Kodifikasi 

Hukum pidana pidana (KUHP) dan Hukum Pidana (KUHP). Metode tesis ini 

adalah menggunakan perpustakaan penelitian (Library Research) Adalah 

penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder 

berupa buku, artikel baik dari koran atau media cetak atau media elektronik, 

perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha, serta hukum dan peraturan 

pemerintah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang. 

Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku bisnis, dan 

korban sebagai pihak yang dirugikan, serta memberikan sanksi yang sesuai 

kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang. 
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Vehicle transport is a major requirement at this time, as a basic requirement that 

really feel the benefits and therefore the growing age of the more developed also 

the development of the transport vehicle, the more opportunities that can be 

generated by transportation. But the problem is due to too enjoy and pursue the 

advancement of transportation resulting in lax or weak awareness of legal bases 

that tie. In the case of negative side common to the transportation of the side of 

consumers and businesses are darkening transportation vehicle or the more often 

we hear criminal act of wiping the vehicle, where the crime of embezzlement can 

be various motives, how, and why. If discussed will be the reason for the crime of 

embezzlement of motor vehicles can be divided into 2 of the reason for Internal 

and External. In order to provide certainty and legal protection should be follow-

up either by public authorities, namely the police and the forces sustained in 

socializing on the crime of embezzlement of motor vehicles associated with the 

negative development of transportation, applying the rules, sanctions are more 

assertive in regulations, laws relating to the crime of embezzlement motorcycle, in 

the case of theLaw criminal Law codification ( Indonesian criminal Code ) and 

the Criminal LawProcesure(Criminal Code).The method of this thesis is to use the 

research library ( Library Research ) is research conducted by finding and 

collecting secondary data in the form of books, articles either from the newspaper 

or print media or electronic media, the Law protection of consumers and 

businesses, as well as other laws and government regulations relating to the crime 

of embezzlement. To be able to provide legal protection for consumers, 

businesses, and the victim as an injured party, as well as provide for appropriate 

sanctions to the perpetrators of the crime of embezzlement. 
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